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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“If you don’t want to regret your life, at least be aware of it.” 

- Sini, Hyeono 

 

“Those hard days are part of life, get easy on yourself. You’ll find the beauty after 

the storm, just like the aurora.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Predikat negara dengan status tengah dalam masa perkembangan masih 

disandang oleh Indonesia sebagai indikasi bahwa kesejahteraan di Indonesia masih 

tergolong rendah dan diperlukan pembangunan yang berkelanjutan dalam segala 

aspek kehidupan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis agenda pembangunan 

dunia  yang dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dibentuk meliputi tujuh belas tujuan 

yang diharapkan dapat mendorong negara-negara di dunia berkomitmen dalam upaya 

mensejahterakan masyarakat (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Salah satu 

tujuannya ialah kehidupan sehat dan sejahtera. Indikator ini menjadi target yang 

ingin dicapai oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Target dari indikator 

ini adalah untuk menekan angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui 

tindakan preventif dan kuratif, serta menaikkan kesadaran terhadap kesejahteraan 

kesehatan mental. Penting untuk memperhatikan kesejahteraan dalam isu kesehatan 

jiwa sebab masalah kejiwaan yang diderita oleh seseorang dapat menimbulkan 

permasalahan sosial lainnya. 

Kesehatan jiwa yakni perihal seorang individu yang dari aspek sosial, fisik, 

spiritual, dan mental untuk dapat berkembang sehingga individu tersebut dapat 

memahami kapabilitasnya sendiri, secara produktif berproses dalam dunia pekerjaan, 

mampu mengelola tekanan, dan mampu berkontribusi untuk kelompok masyarakat 

tempatnya tinggal. Kondisi perkembangan yang tidak sesuai pada individu akan 

menimbulkan gangguan jiwa (Undang-undang No. 18 tahun 2014). Gangguan jiwa 
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termasuk Penyakit Tidak Menular (PTM) yang dapat diderita oleh setiap individu 

tanpa memandang umur, jenis kelamin, maupun statusnya di masyarakat. Individu 

yang menderita gangguan jiwa disebut dengan orang dengan gangguan kejiwaan. 

Orang dengan gangguan jiwa, yang selanjutnya akan disingkat ODGJ, dikategorikan 

sebagai penyandang disabilitas mental yang memerlukan pelayanan kesehatan dari 

pemerintah sehingga dapat pula dikategorikan sebagai Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). 

Di samping dari gangguan yang diderita, pada hakikatnya ODGJ merupakan seorang 

manusia yang berhak diperlakukan secara manusiawi dan memiliki hak mendapatkan 

pelayanan kesehatan dari pemerintah.  

Setiap manusia dilahirkan dengan memiliki kesetaraan hak dengan manusia 

lainnya tanpa dibeda-bedakan dan hak ini harus dijamin oleh negara agar terpenuhi 

sehingga manusia tersebut sejahtera secara sosial. Hak-hak ODGJ telah ditegaskan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas, UU No. 18 tahun 2014 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 

34 ayat (3) UU Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945, yang dalam aturan-

aturan tersebut secara garis besar menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa yang 

terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, 

mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan 

dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Namun, terdapat stigma dan pandangan negatif yang berakar luas di 

masyarakat terkait keberadaan penderita gangguan jiwa. Banyak yang menganggap 

ODGJ tidak lebih dan tidak kurang adalah orang gila yang tidak layak hidup 

berdampingan dengan masyarakat normal lainnya karena kecenderunganya yang 
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sering merusak dan membuat keributan (Asti et al., 2016). Apabila dikerucutkan lagi 

ke lingkup yang lebih kecil, ada keluarga sebagai lembaga yang paling dekat dengan 

penderita gangguan jiwa. Keluarga justru menjadi pihak yang paling sering menjadi 

dalang dari terhambatnya pengobatan terhadap ODGJ dengan dipasung atau 

ditelantarkan. Banyak keluarga yang menganggap penderita gangguan jiwa adalah 

aib yang memalukan sehingga memilih untuk disembunyikan dan ada pula yang 

memilih menelantarkan ke ruang publik. Tindakan menelantarkan atau memasung ini 

justru menimbulkan keresahan baru di masyarakat. ODGJ sendiri merupakan 

masalah sosial yang dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya seperti 

mengganggu kenyamanan dan ketertiban publik, berperilaku merusak properti 

bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Kondisi tentu meresahkan 

ketenteraman publik. 

Menurut data World Health Organization (WHO), orang yang mengalami 

gangguan kejiwaan di dunia menyentuh angka hingga 450 juta jiwa (Asti et al., 

2016). Kemenkes menyebutkan jumlah ODGJ di Indonesia pada tahun 2022 

mencapai 500 ribu orang. Human Right Watch Indonesia (HRWI) mendapati 

sejumlah data yang menjadi kabar buruk bahwa pada tahun 2017 sebanyak lebih dari 

sekitar 58.000 jiwa dengan penderita disabilitas psikososial setidaknya pernah 

mendapat perlakuan pemasungan sebagai dampak dari sulitnya akses terhadap 

pelayanan kesehatan jiwa. Dari data tersebut, ODGJ yang mendapat perlakuan 

pemasungan pada tahun 2020 mencapai angkat 6.452 jiwa dan menjadi yang 

tertinggi selama 5 tahun terakhir. Angka tersebut mengalami penurunan hingga 

angka 2.332 jiwa pada tahun 2021 lalu kembali naik pada tahun 2022 triwulan II 

sebanyak 4.304 jiwa (databoks, 2023). 
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Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan membagikan data bahwa terdapat 

sekitar 16.339 jiwa ODGJ pada tahun 2022 yang kemudian mengalami peningkatan 

di tahun 2023 triwulan III dengan jumlah ODGJ sebanyak 16.029 jiwa. Data tersebut 

menunjukkan bahwa kasus ODGJ tertinggi terdapat di Palembang dengan jumlah 

3.111 jiwa.  

Tabel 1. Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Sumatera 

Selatan Per Kabupaten/Kota tahun 2023 Triwulan III 

No Kabupaten/Kota Tahun 2023 (tw III) Persentase % 

1 Kab. Ogan Komering Ulu 665 4,1 

2 Kab. Ogan Komering Ilir 1.450 9,0 

3 Kab. Muara Enim 1.290 8,0 

4 Kab. Lahat 1.131 7,1 

5 Kab. Musi Rawas 828 5,2 

6 Kab. Banyuasin 1.390 8,7 

7 Kab. Musi Banyuasin 1.368 8,5 

8 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 511 3,2 

9 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 998 6,2 

10 Kab. Ogan Ilir 822 5,1 

11 Kab. Empat Lawang 601 3,7 

12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 515 3,2 

13 Kab. Musi Rawas Utara 400 2,5 

14 Kota Palembang 3.111 19,4 

15 Kota Prabumulih 399 2,5 

16 Kota Pagaralam 209 1,3 

17 Kota Lubuk Linggau 341 2,1 

Total 16.029 100% 

Sumber: Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, 2024 

Kota Palembang berada di bawah nama Provinsi Sumatera Selatan sebagai 

salah satu daerah bagian dengan jumlah penduduk tercatat pada tahun 2023 sebanyak 

1.706.371 jiwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan. Jumlah 
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penduduk tetap akan mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya 

kuantitas populasi masyarakat PMKS/PPKS.  

Penanganan ODGJ menjadi fenomena yang harus dimengerti dan diperhatikan 

sebagai persoalan yang harus disikapi secara serius agar dapat teratasi termasuk di 

Kota Palembang. Jawaban atas pemecahan fenomena masalah ini akan sulit apabila 

hanya ditangani oleh individu saja. Penanganan ODGJ membutuhkan keterlibatan 

pihak-pihak berbeda yang asal atau statusnya tidak dibatasi dengan elemen 

pemerintah saja, tetapi juga dapat melibatkan elemen non-pemerintah di dalamnya. 

Antar aktor-aktor yang terlibat akan terjadi proses kolaborasi untuk mengakomodasi 

kepentingan serta berbagi sumber daya antar pihak terlibat dalam mensukseskan 

penanganan ODGJ. Pemerintah, sesuai dengan pasal 149 ayat (2) dalam UU 

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memiliki kewajiban 

untuk melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, 

mengancam keselamatan, dan mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut didukung 

dengan UU No. 18 Tahun 2014 pasal 75, dinyatakan bahwa pemerintah dan 

pemerintah daerah memiliki tugas, dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

upaya kesehatan jiwa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pasal 29, 

pasal 79, dan pasal 84, disebutkan juga bahwa pihak non-pemerintah dapat terlibat 

aktif dalam penanganan masalah ODGJ ini. Menurut Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 12 Tahun 2013, tindakan penanganan ODGJ ini merupakan 

tanggung jawab Dinas Sosial yang perlu melibatkan beberapa perangkat daerah lintas 

sektor yang saling bekerja satu sama lain. Menilik dari pasal 5 dan pasal 9 dalam 

kolaborasi ini dibutuhkan upaya sektoral untuk mengoptimalkan penanganan seperti 

Satpol PP dan Dinas Kesehatan. 
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Tindakan penanganan ODGJ di Kota Palembang melibatkan beberapa pihak di 

antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP. Penanganan ODGJ oleh 

Dinas Sosial melalui bidang Rehabilitasi Sosial memiliki peran melakukan tahapan 

berupa penjangkauan dan atau respon kasus terhadap laporan yang masuk dari warga 

terkait keberadaan ODGJ dengan atau tanpa keluarga, serta melakukan tugas 

pendampingan terhadap penderita ODGJ pasca-sembuh agar dapat bertahan di 

masyarakat.  

Dinas Kesehatan lewat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

berperan melakukan penanganan menyangkut hal medis yakni pencegahan 

munculnya gangguan kejiwaan dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi ODGJ 

untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat terkait upaya kesehatan jiwa.  

Fenomena ODGJ yang ditemukan terlantar dan berkeliaran mengganggu kerap 

ditemukan sehingga Dinas Sosial akan berkolaborasi langsung ke lapangan bersama 

Satpol PP yang sejalan dengan tugas fungsinya yaitu menjaga ketentraman dan 

ketertiban umum.  

Pemerintah kemudian melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan pihak 

non-pemerintah, salah satunya seperti Yayasan BMI. Yayasan Bagus Mandiri Insani 

(BMI) merupakan yayasan yang secara sukarela menampung ODGJ untuk kemudian 

dirawat dan direhabilitasi serta diberdayakan. Dinas sosial kota palembang 

mengalami keterbatasan terkait kepemilikan panti yang hanya memiliki satu panti 

sosial milik pemerintah provinsi. 

Namun, pemerintah Kota Palembang dalam memperhatikan dan mengatasi 

masalah keberadaan ODGJ masih belum diterapkan secara maksimal. Hal ini dapat 
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ditilik dari masih ditemukannya ODGJ terlantar serta yang dipasung oleh keluarga 

atau masyarakat di Kota Palembang. 

Tabel 2. Data ODGJ Terlantar dan Dipasung Tahun 2021-2023 

Tahun 
Jenis  

Jumlah 
Terlantar Dipasung 

2021 7 14 21 jiwa 

2022 26 18 44 jiwa 

2023 60 8 68 jiwa 

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang, 2024. 

Data tersebut belum sepenuhnya menunjukkan fakta bahwa terdapat pula 

ODGJ yang ditemukan telah mengganggu serta membahayakan warga serta dirinya 

sendiri dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum tertangani oleh pemerintah, 

dan beberapa di antaranya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa karena 

tidak mendapatkan penanganan yang semestinya oleh keluarga, masyarakat, serta 

pemerintah. 

Gambar 1. Temuan Mayat ODGJ 

 

Sumber: GlobalPlanet.News, 2022. 
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Gambar 1 menampilkan sesosok mayat laki-laki ODGJ yang terbujur di depan 

kios pedagang di Pasar Kertapati, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, 

Palembang. Lurah Ogan Baru, Edi Alpian, memberikan pernyataan terkait korban 

yang diketahui merupakan seorang warga Lorong Sawah, Kecamatan Seberang Ulu 

I, di Kota Palembang. "Korban ini Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan 

keluarganya sudah dihubungi. Pihak kepolisian juga sudah kita konfirmasi, dan 

korban akan dibawa oleh keluarganya ke rumah duka di Lorong Sawah," ungkap 

Lurah Ogan Baru tersebut. ODGJ yang diketahui masih memiliki keluarga ini 

menjadi salah satu contoh belum optimalnya skrining masalah kejiwaan pada 

penduduk Palembang oleh pemerintah. Kasus mayat ODGJ terlantar ini hanya salah 

satu dari beberapa kasus lainnya. Beberapa ODGJ terlantar masih sering ditemukan 

merusak aset publik seperti yang dilakukan oleh seorang wanita yang terkonfirmasi 

ODGJ dengan menghancurkan Pot di Flyover Polda Sumsel (Irawan, 2024). 

Banyaknya ODGJ di Kota Palembang terutama yang tidak mendapatkan 

pelayanan yang semestinya dari pemerintah mengindikasikan mutu pelayanan 

terhadap ODGJ yang belum optimal. Hal ini dapat berakar dari intervensi pemerintah 

dalam pelaksanaan skrining terhadap penderita gangguan jiwa di Kota Palembang 

masih belum optimal (LKJIP Dinkes Palembang, 2023). Hal tersebut juga dapat 

disebabkan karena respon masyarakat dan pemerintah cenderung lambat dalam 

menanggapi kondisi ini. Masyarakat dan pemerintah dinilai baru merespon hal 

tersebut apabila sudah terjadi suatu masalah keamanan yang timbul akibat dari 

keberadaan ODGJ di wilayah mereka. Selain itu, masih ditemukan juga ODGJ yang 

dikurung atau dipasung oleh keluarganya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa 
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edukasi/sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat 

terkait penanganan ODGJ masih kurang Anyebe, et al., (2021). 

Berangkat dari temuan-temuan yang telah dijabarkan di atas, apabila dikaitkan 

pada aspek kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman, hal tersebut sangat 

disayangkan. Pasalnya pemerintah Kota Palembang menempatkan indikator-

indikator tersebut dalam visi pembangunan Kota Palembang yaitu “PALEMBANG 

EMAS DARUSSALAM 2023”, EMAS yang menjadi Visi  mengandung makna, 

Elok Madani Aman dan Sejahtera sedang DARUSSALAM mengandung arti, Kota 

Palembang menjadi Kota yang Aman, Damai, Tentram, Makmur dan Sejahtera serta 

adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam. Menilik dari kondisi Kota 

Palembang terkait masalah ODGJ, kondisi tersebut dinilai belum sesuai dengan visi 

Kota Palembang. Oleh karena itu perlu untuk meningkatkan upaya-upaya 

komprehensif dan kolaboratif dalam  menangani masalah terkait ODGJ ini. 

Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell & Gash 

dengan tujuan untuk mengeksplorasi kolaborasi yang terjalin antar setiap pemangku 

kepentingan atau stakeholder dalam penanganan ODGJ di Kota Palembang. Ansell 

& Gash (2007:544), mengemukakan pengertian collaborative governance sebagai 

berikut: 

Collaborative governance ialah bentuk pemerintahan satu atau 

lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku 

kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan 

yang berorientasi pada konsensus dan deliberative serta bertujuan 

guna membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola 

program atau aset publik. 

Mengacu pada pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu 

untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu, “Collaborative 
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Governance dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota 

Palembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada penjabaran latar belakang di sub-bab sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana Collaborative Governance Dalam 

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat dijabarkan mengangkat dari permasalahan yang telah 

dirumuskan yaitu untuk mengetahui proses Collaborative Governance dalam 

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Kajian ini dapat menjadi ajang bagi peneliti untuk berkontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat membagikan pengetahuan dan 

wawasan bagi akademisi dan masyarakat menyangkut Collaborative Governance 

Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dan acuan 

serta menjadi petunjuk bagi setiap stakeholder terkait Collaborative Governance 

Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang. 
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